PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANtSAS! DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-

Mengingat

11

Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, femerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Xabupaten/Kota dan Peraturan
Pemerintah Nomor 4t Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Laerah
Provinsi Sumatera Selatan;

bahwa Organisasi dan Tata Keria Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatela Selatan.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang R 1 Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Rl Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

UndangUndang Rt Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, T&mbahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Rt Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negaia
R1 Tahun 2008 Nomor §9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),



Menetapkan :

5.

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(LLembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahari Lembaran
Negara Nomor4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang fPembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (L.embaran Negara
RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R{ Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS! SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG CRGANISAS| DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PE£ERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINS| SUMATERA SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

I

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan nega:a
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang
Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otononi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud
dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemernintahan daerah;

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;

Pemersintah Piovinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;



7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

11.Asisten adalah Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

12.Staf Ahli adalah Para Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan;

13.Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan:;

14.Jabatan Fungsional adalah Jabatan Teknis yang tidak tercantum dalam
struktur Organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugastugas
pemerintahan dan pembangunan.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIBTNIARRAK PROVINSE
Bagian Perbama
Kedudukan
Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan;

(2) Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang: Sekretaris
Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur
dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah. '

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3,
Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :



a. penyusunan kebjjakan pemerintah provinsi,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah provinsi;

c. pemantauan dan evaluast pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemeiintah provinsi;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB il!
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah Provinsi, teidiri dari :
a. Asisten:

1. Asisten Pemerintahan;

2. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

3. Asisten Kesejahteraan Rakyat;

4. Asisten Administrasi dan Umum

b. Biro:
1. Biro Pemernntahan;

Biro Otonomi dan Kerja Sama;
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Biro Perekonomian;
Biro Administrasi Pembangunan;
Biro Keuangan;

Biro Kesejahteraan Rakyat;

® N o s N

Biro Penghubung;

9. Biro Pemberdayaan Perempuan;,

10. Biro Organisasi dan Tatalaksana;

11. Biro Umum dan Humas;

12. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Peiwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah sebagaimana tercantum
pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.



BAB IV
KEASISTENAN
Bagian Peitama

Asisten Pemerintahan

Pasal 6

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan
mengkoordinastkan perumusan kebjakan penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah seita
mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Asisten
Pemerintahan mempunyai fungsi : '

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang
pemenntahan, otonomi daerah dan hukum;
~ o opegedsinn. sunhec favg popatuc., kejranaan ;;racaram dan sarana
perangkat daerah di bidang pemersintahan, otonomi daerah dan
hukum:;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh, Gubemur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
a. Biro Pemerintahan;
b. Biro Ctonomi dan Kerja Sama;

¢. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 1
Biro Pemerintahan
Pasal 9

Biro Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
datam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan
menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang prasaiana
fisik dan peitanahan, kependudukan, #&ta praja dar: pendapatan.



Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Biro
Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang prasarana fisik dan pertanahan, kependudukan, tata
praja dan pendapatan;

penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang prasarana fisik dan pertanahan, kependudukan, tata praja dan
pendapatan;

penyiapan bahan pengendalan sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang prasarana fisik dan
pertanahan, kependudukan, tata praja danr pendapatan,

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuat dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Biro Pemerintahan, terdiri dari :

a. Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan, membawahi 3 (tiga)

Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Keagrariaan;

2. Subbagian Prasarana Fisik;
3. Subbagian Perizinan,

b. Bagian Kependudukan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Administrasi Kependudukan;
2. Subbagian Catatan Sipil;

3. Subbagian Evaluasi dan Peiaporan.

¢. Bagian Pendapatan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Pendapatan Daerabh;
2. Subbagian Bantuan Provinsi;
3. Subbagian Pembinaan Pendapatan.

d. Bagian Tata Praja, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Pengembangan Wilayah;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Subbagian Perangkat Wilayah.



Paragraf 2
Biro Otonomi dan Kerja Sama
Pasal 12

Biro Otonomi dan Kerja Sama mempunyai tugas memberkan pelayanan
administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang otonomi
daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemerintah daerah dan kerja

Sama.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Biro
Otonomi dan Kerja Sama mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang otonomi daeitah, perangkat daerah, hubungan antar
pemerintah daerah dan kerfja sama;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang otonomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemerintah
daerah dan kerja sama;

c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,

mwal almmanls

prasarana ‘aan sarana peranykac'age)ai'ul Uitany ensh cLas.,
perangkat daerah, hubungan antar pemerintahh daerah dan kerja sama;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Biro Otonomi dan Kerja Sama, terdiri dari :
a. Bagian Otonomi Daerah, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Penyelenggaraan Urusan Otonomi;
2. Subbagian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Subbagian Laporan Pertanggungjawaban.
b. Bagian Perangkat Daerah, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Perangkat Daerah;
2. Subbagian Pembinaan Perangkat Daerah;
3. Subbagian Tata Usaha.
c. Bagian Hubungan Antar Pemerintah Daerah, membawahi 2 (dua)
Subbagsan, yaitu :
1. Subbagian Hubungan Bidang Pelayanan Umum,;
2. Subbagian Hubungan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
d. Bagian Kerja Sama, membawahi 3 {tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Kerja Sama Datam Negeri;
2. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri;
3. Subbagian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah.



Paragraf 3
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pasal 15

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hukum,
peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Biro
Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang hukum, peraturan perundangundangan dan hak asasi
manusia;

penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia;
penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana tan sarana perangkat daerah di bidang hukum, peraturan
perundang-undangan dan hak asasi manusia;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan

tugas dari tungsinya.

Pasal 17

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :

a.

Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi 3 (tiga)

Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah;

2. Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur;

3. Subbagian Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Penyusunan Keputusan Gubemur, membawahi 3 (tiga)

Subbagian, vyaitu :

1. Subbagian Penyusunan Keputusan Gubemur Lembaga Dinas Daerah;

2. Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur Lembaga Teknis Daerah;

3. Subbagian Penyusunan Keputusan Gubemur Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD.

Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawabhi 3 (tiga)

Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Sengketa Hukum;

2. Subbagian Bantuan Hukum;

3. Subbagian Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Dokumentasi Hukum, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Penyuluhan;

2. Subbagian Dokumentasi;

3. Subbagian Tata Usaha.



Bagian Kedua
As sten Ekonomi, Keu ang an dan Pembangunaih
Pasat 18

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretars Daerah dalam menyelerggarakan tugas-tugas
pe{ﬁerint ahan dan mengkoordinasikan perumus an kebijak an
peryelenggaaan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang ekonomi,
keuangan dan pembang un an.

Pasal19

Untuk melaksanakan tugas sebagamana dimaksud pada Pasal 18,
Asisten Ekonomi, Ke uang an dan Pembangunan memp unyai fungsi :
a. pengkoordinasian perumusan kebjakan perangkat daerah di bidang
ekonomi, keuang an dan pembangunan;
b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang ekonomi,
ke uang an dan pembangun an;
¢. pengendalian sumber daa gadu: keuangan, pembangunan
prasarana dan sar ana bekangkat daerah di bidang ekonomi, keuangan
dan pembangunan;
d. pel&ksanaan tugas lain yang dberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tug as dan fungsny a.

Pasal 20

Asisten Ekonomi, Keuang an dan Pembangunan, erdridai :
a. Bro Perekonomian;
b. Biro Adminstrasi Pembangunan;

¢. Biro Keuangan.

Paagraf1
Biro Perekonomi an
Pasal 21

Biro Perekonomian memp uny ai tug as memberkan pelayan an adminis tratif
ddam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan
menyigpkan bahan pengkoordinasian perumus an ke bijak an
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat d aerah di bidang pertanian,
perkebunan. kehutanan, paiwisala dan kesenian, industri dan
perdagangan. pen anaman modal, koperasid an us aha keci. eksplorasi laut,
pertambawgawl. badan us aha milk daerah dan perhuung an.
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Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Biro
Perekon omian mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan ke bijakan perangkat
daerah di bidang pertanian, pekebunan, kehutanan, pariwisata dan
kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modai, koperasi dan
pergusaha keci, eksplorasi lad, pertambangan, badan usaha milik
daerah dan peithubungan,;

penyiapan bahan penyelenggaraan adminstrasi perangkat daerah di
bidang pertanian, perkebunan, kehutaman, pariwisata dan kesenian,
ndustri dan perdagangan, penanaman modal, k gperasi dan peng usaha
kecil, eksplorasi laut, peitambangan, badan usaha milik daerah dan
perhubu ngan;

penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pertanian,
perkebuna ﬁ. ke hutanan, pariwisata dan ‘kesenlan, industri dan
perdagangan, . penanaman modal, koperasi dan pengusaha kedl,
eksplorasi lad, pertambangan, badan usaha milik daerah dan
perhuungan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gube mur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Biro Perekonomian, terdiri dari :

a.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan, membawahi 3 (tga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Tata Usaha;

2. Subbagian Evaluasi;

3. Subbagian Pelap oran.

Bagian Sarana Perekonomian dan Koperasi, membawah 3 (fga)
Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Koperasi,

2. Subbagian Perusahaan dan BUMD;

3. Subbagian Pe nanaman Modal.

Bagian Pr oduksi Daerah, memba wahi 3 Subbagian, yaitu ;

1. Subbagian Pei fanian, Kehutanan dan Perkebunan;

2. Subbagian Kelautan dan Perikanan;

3. Subbagian Peitambangan dan Energi.

Bagian Industri dan Pariwsata, membawahi 3 Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Industri dan Perdagangan;

2. Suwbagian Transportasi dan Telekomunikasi;

3. Suwbagian Paiiwisata.
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Paragraf 2
Biro Administrasi Pembangunan
Pasal 24

Bird Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan peiayanan
administratif dalam penyelenggaraan tugastugas pemerintahan daerah
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pembinaan
administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.

Pasai25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Biro
Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang urusan pembinaan administrasi pembangunan
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat
daerah di bidang urusan pembinaan administrasi pembangunan
desentralisasi, dekonsentrast dan tugas pembantuan;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

a. Bagian Evaluasi, Peiaporan dan Program membawahi 3 (tiga)
Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Subbagian Program,

b. Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi,
membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi;

2. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Pembantuan
Kabupaten/Kota.

c. Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi,
membawahi 2 {dua) Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi,

2. Subbagian Pembinaan Administzasi Pembangunan tugas
Pembantuan.
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Paragraf 3
Biro Keuangan
Pasal 27

Biro Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrati{
dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan
menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang anggaran,
perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan anggaran daerah bawahan

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Biro

Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan,
dan anggaran daerah bawahan;

b. penyiapan batan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat
daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan petaporan,
dan anggaran daerah bawahan;

c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang
anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan anggaran

daerah bawahan,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Biro Keuangan, terdiri dari ;
a. Bagian Anggaran, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Anggaran I;
2. Subbagian Anggaran I,
3. Subbagian Tata Usaha.
b. Bagian Peibendaharaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, Yaitu :
1. Subbagian Peibendaharaan I,
2. Subbagian Perbendaharaan II;
3. Subbagian Perbendaharaan ili.
c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Subbagian,
yaitu :
1. Subbagian Akuntansi dan Pelaposan I;
2. Subbagian Akun®ansi dan Pelaporan !l;
3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I||. |
d. Bagian Anggaran Daerah Bawahan, membawahi 2 (dua) Subbagian,
yaitu :
1. Subbagian Evaluasi Anggaran Daerah Bawahan;
2. Subbagian Pembinaan Anggaran Daerah 8awahan
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Bagian Ketiga
Asisten Kesejahteraan Rakyat
Pasal30

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam menyelenggarakan tugastugas pemeiintahan dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pemberdayaan
perempuan dan hubungan antar lembaga.

| Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30,
Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyat fungsi

3. pengkoordinasian perumusan kebijakan . perangkat daerah di bidang
kesejahteraan rakyaf. pémberdayaan perem';)uan dan hubungan antar

lembaga;

b.. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang
kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan hubungan antar
lembaga;

c. pengendalian sumber daya aparatur keuangan, pembangunan
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat,
pemberdayaan perempuan dan hubungan antar lembaga;

d. pelaksanaan tugas lain yang dibeiikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya, '

Pasal 32

Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a. Biro Kesejahteraan Rakyat,
b. Biro Pemberdayaan Perempuan;

c. Biro Penghubung.

Paragraf 1
Biro Kesejahteraan Rakyat
; Pasal 33

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dalam penyelenggaraan tugastugas pemerintahan daerah
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang agama,
pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan masyarakat, sosial,
tenaga kerja, pemuda dan olahraga,
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Pasai34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Biro
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi ;

a.

penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan. bantuan
kesehatan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemuda dan olahraga;
penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan
masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemuda dan olahraga,;

penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bdang agama, pendidkan
dan kebudayaéan. bantuan kesehatan masyarakat, sosial, tenaga kerja,
pemuda dan olahraga;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal35

Biro Kesejahteraan Rakyat, terdini dari ;

a.

Bagian Agama. membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Bina Keagamaan,;

2. Subbagian Urusan Haii;

3. Subbagian Tata Usaha.

Bagian Pendidikan, Kebudayaan, pemuda dan olahraga membawahi 3
(tiga) Subbagian, yaitu ;

1. Subbagian Bina Pendidikan;

2. Subbagian Bina Kebudayaan.

3. Subbagian Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kesehatan Masyarakat, membawahi 3 (tiga} Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Kebersihan dan Kesehatan Masyarakat;

2. Subbagian Sarana Kesehatan Masyarakat;

3. Subbagian Kesejahteraan dan Bantuan Sosial.

‘Bagian Ketenagakerjaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Pembinaan Tenaga Kerja;

2. Subbagian Pendaman Tenaga Kerja;

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
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Paragraf 2
Biro Pemberdayaan Perempuan
Pasal36

Biro Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas memberikan pefayanan
administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang
perﬁbangunan pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan,
kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, perempuan dan
kelembagaan pemberdayaan yang mendukung kemajuan perempuan.

Pasal37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Biro
Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi .

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan Yyang
mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi
manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan
perempuan;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat
daerah di bidang pembangunan pemberdayaan perempuaan yang
mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keaditan, hak asasi
manusia, perempuan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan
perempuan;

€. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pembangunan
pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaankesetaraan
dan keadilan, hak asasi manusia, perempuan, dan kelembagaan yang
mendukung kemajuan perempuan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal38

Biro Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

a. Bagian Kesetaraan Gender, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Subbagian Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia;

3. Subbagian Ekonomi dan Tenaga Kerja.
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b. Bagian Kualitas Hidup Perempuan, membawahi 3 (tiga) Subbagian,
yartu :
1. Subbagian Pendidikan Perempuan;
2. Subbagian Perlindungan Perempuan;
3. Subbagian Masalah Sosial Perempuan dan Lingkungan.
c. Bagian Peran Serta Masyarakat, membawahi 2 (dua} Subbagian,
yaitu :
1. Subbagian Organisasi Perempuan:
2. Subbagian Lembaga Swadaya Masyarakat
3. Subbagian‘Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
d. Bagian Evaluasi, Monitoning dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga)
Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Program dan Evaluasi;
2. Subbagian Monitoring dan Pelaporan;

3. Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Biro Penghubung
Pasal39

Bir¢ Penghubung mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan
menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hubungan
antar lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman

Mini Indonesia Indah.

Pasal 40

Untluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39. Biro

Penghubung mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi,
pengelolaan mess dan arnjungan Taman Mini Indonesia Indah:

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat
daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi,
pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini indonesia Indah;
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c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang hubungan antar
lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjimgan Taman
Mini Indonesia Indah.

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Pasal 41

Biro Penghubung, terdiri dari
a. Bagian Hubungan Antar Lembaga, membawahi 2 (dua) Subbagian,
yaitu :
1. Subbagian Hubungan Antar tembaga Ekuin dan Kesra;
2. Subbagian Hubungan Antar |.embaga Polkam;
3. Subbagian Pelayanan { egislatif dan Eksekutif.
b. Bagian Promosidan Informasi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Promosi;
2. Subbagian Informasi;
3. Subbagian Dalam dan Luar Negeri.

c. Bagian Pengelolaan Mess dan Anjungan, membawahi 3 (tiga)
Subbagian, yaitu :

1. Subbagian Pengelolaan Mess;
2. Subbagian Pengeiolaan Anjungan.
d. Bagian Program dan Pengendalian, membawahi 3 (tiga) Subbagian,
yaitu :
1. Subbagian Penyusunan Program;
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Subbagian Tata Usaha.
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Bagian Keempat
Asisten Administrasi dan Umum
Pasal42

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah dibidang administrasi dain umum.

Pasal43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42,

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang
administrasi dan umum;

b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang administrasi
dan umum;

c. pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, bembangunan
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang administrasi dan

umum;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari :
a. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
b. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat;

¢. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.

Paragraf 1
Biro Organisasi dan Tatalaksana
Pasai 45

Biro Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang organisasi
dan tatalaksana.
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Pasal46

Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dmaksud pada Pasal 45, Biro
Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fun gsi :

a. penyiapan bahan pengkoomdinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang oraanis asi, tatalaksana dan pep ustakaan;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasl perangkat
dae rah di bidang organisasi, tatalaksana dan petpustakaan;

c. penyiapan bahan pengendatian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang . organisasl,
tatalaksana dan perp ustakaan,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur seswai dengan
tugas dan fungsinya,

Pasal47

Biro Organisasi dan Tatalaksana, terdiridari:
a. Bagian Kelembagaan. membawahi 3 tiga) Subba gian, yaitu :
1. Subbagian Lembaga Dinas Daerah;
2_ Subbagian Lembaga Teknis Daerah;
3. Subbagian Lenbaga Setda/Set. DP RD.
b. Bagian Tatalaksana, membawahi 3 {tigqa} Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Sistem dan Prosedur Kerp;
2. Subbagian Ak untabilitas;
3. Subbagian Standarisasi.
c. Bagian Analisa dan Fomasi Jabatan, membawahi 3 tiga) Subbagian,
yaitu:
1. Subbagian Analisa Jabatan;
2. Subbagian Fomasi Jabatan;
3. Suwbbagian Pempustakaan
d. Bagian Pembinaan Aparatur Setda, membawahi 3 tiga) Subba gian,
yaitu :
1. Subbagian Bina Aparatur Sekretariat Dae iah;
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Subbagian Tata Usaha.
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Paragraf 2
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
Pasal48

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugastugas pemerintahan
daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijjakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang tata usaha,
hubungan masyarakat, protokot, tumah tangga dan telekomunikasi.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Biro

Umum dan Hubungan Mésyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang tata usaha, hubungan masyarakat, protokol, rumah
tangga dan telekomunikasi; _

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkét
daerah di bidang tata usaha, hubungan masyarakat, protoko!, rumah
tangga dan telekomunikasi;

c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang tata usaha,

hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga dan telekomunikast;

d. pelaksanaan tugas’ lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
a. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Tata Usaha dan Arsip;
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Subbagian Keuangan.
b. Bagian Rumah Tangga dan Sandi Teiekomunikasi, membawahi 3 (tiga)
Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Rumah Tangga;
2. Subbagian PelayananT elekomunikasi;
3. Subbagian Prasarana Sandi dan Telekomunikasi.
c. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi;,
2. Subbagian Penerangan, Publikasi dan Dokumentasi;
3. Subbagian Audio Visual.
d. Bagian Protoko!, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Protokol dan Acara;
2. Subbagian Perjalanan;
3. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
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Paragraf 3
Biro Perieng ka pan dan Pengelolaan Aset
Pasal 51

Biro Perdengkapan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas memberikan
pefayanan admnstratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerninta han
daerah dan menyiapkan bahan pengkoomdinasian perumusan kebijpkan
penyelenggaraan tugas dan fung si perang kat daerah di bidang penyusunan
program kebutuhan perbekalan, pengeloban, perawatan sedta bahan
pem binaan admnistrasi pe tengka pan dan pengelolaan aset.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud pada Pasal 51, Biro

Perlengkapan dan Pengelo ian Aset mem punyai f ungsi :

a. penyapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijpkan perangkat
daerah di bidang penyusunan program kebutuban perbekalan,
pergeolaan, perawatan seita bahan pembinaan admnisrasi
pe rlengka pa n dan pengelolaan aset

‘v, penyEpan odndnTperyeenggarad eeTiIIES  TaaTi T S U Go OGN g e

daerah di bidang penyusunan program kebutuhan perbekalan,
pengelolaan, perawatan seita bahan pembinaan admnistrasi
penengkapan dan pengeiolaan aset;

¢c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perang kat daerah di bidang peny usunan program
ke but uhan perbekalan, pengelolaan, perawatan seita bahan pem bin aan
administrasi pe fengkapan dan pengelolaan a set;

d. pelaksanaan twas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan
tugas dan fung shya.

Pasal 53

Biro Perlengka pan dan Pengelo khan Aset, tedini dari :
a. Bagian Analisa Kebutuhan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaiu :
1. Subbag @an Penyusunan P rogram;
2. Subbagian Data Program dan Evaluasi
3. Subbagian TataUsaha.
b. Bagian Pengadaan, membawahi 3 tiga) Subbagian, yatu ;
1. Subbagian Harga dan Spesifikasi Perleng ka pan;
2. Subbagian Pelelangan;
3. Subbagian Pehbksanaan Pengadaan.
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c. Bagian Penyimpanan dan Distribusi, membawahi 3 (tiga) Subbagian,
yaitu :
1. Subbagian Penyimpanan dan Pemanfaatan;
2. Subbag.ian Penghapusandan Inventarisasi}.
3. Subbagian:Distribusi dan Pelaporan.
d. Bagian Pengelolaan Aset, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Pemeliharaan dan Pengamanan Aset;
2. Subbagian Angkutan;
3. Subbagian Pengembangan Aset.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

Pasal55

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 54,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannﬁa.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubemur dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah.

(3)'Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban tugas. '

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada ayat (1) diatur sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
TATA KERJA
Pasal56

(1) Datam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala
Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi
lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
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Pasal 57

(1) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur berhalangan, Sekretaris Daerah
melakukan tugas-tugas Gubernur sesuai dengan Peraturan Peiundang-
undangan yang berlaku-

(2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, tugastugas para Asisten
berada dalam koordinasi secrang Asisten yang ditunjuk oleh Gubernur
dengan memperhatikan senioiitas dalam daftar urut kepangkatan.

(3) Dalam hal Asisten berhalangan, tugas-tugas Asisten berada dalam
koordinasi seorang Kepala Biro yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah
sesuai dengan pembidangan Asisten dengan memperhatikan senioritas
dalam daftar urut kepangkatan.

Pasal58

Atas dasar peitimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing
pejabat dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dapat
mendeiegasikan kewenangan-kewenangan tertenfu kepada Pejabat
setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

Pasal 58

Setiiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masingmasing serta memberikan, bimbingan dan petunjuk
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 60

(1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikul dan
memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masingmasing serta menyampaikan laporan berkaia tepat pada
waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya. :
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BABVI
STAF AHLI GUBERNUR
Pasai61

(1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 5
(lima) orang Staf Ahli.

(2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri
Sipil.

(3) Tugas dan fungsi Staf Ahli Gubemur, ditetapkan oleh Gubernur di luar
tugas dan fungsi perangkat daerah.

(4) Staf Ahli Gubemurmerupakan jabatan struktural eselon Ii.a.

(5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif
dikoordinasikan oteh Sekretaris Daerah.

{6) Nomenklatur Jabatan Staf Ahli dapat terdiri dari :
a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

Staf Ahlt Bidang Pembangunan;

o

d. Staf Ahli BidangKemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
(7) Tugas Staf Ahli -

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai hukum dan politik;

b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyéi tugas memberikan
telaahan mengenai pemerintahan; ‘

c. Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai pembangunan;

d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan
dan sumber daya manusia;

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

(8) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
bersifat konsultasi dan koordinasi.
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BAB VII
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 62

(1) Sekretariat Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur
pelayanan tethadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam
menyeienggarakan tugas, fungsi dan kewajibannya.

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan
DPRD dan secaia administratif bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok
Pasal63

Sekretaris Dewan Penwakilan Rakyat Daerah mempunyal tugas
menyelenggarakan administrasi kesekretaratan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oteh DPRD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah provinsi.

Fungsi
Pasal64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 63,
Sekretariat Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyejenggaraan rapatfrapat DPRD;

d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperiukan olelh
DPRD.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal65

Sekretariat Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
a. Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Pellengkapan;
3. Subbagian Rumah Tangga. _
b. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi 3 (tiga) Subbagian,
yaitu :
1. Subbagian Risalah;
2. Subbagian Persidangan;
3. Subbagian Hukum dan Peiundangundangan.
c. Bagian Keuangan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Anggaran,
2. Subbagian Veiifikasi dan Pembukuan,;
3. Subbagian Perbendaharaan.
d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi 3 (tiga)
Suhhaajan. vaitu :
1. Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan;
2. Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga;
3. Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat.

Bagian Ketiga
- Tata Kerja
Pasal 66

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan
tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
administratif dibina oleh Sekfetaiis Daerah.

Pasai 67

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, para Kepala Bagian dan Subbagian menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi datam lingkungan Sekretariat Dewan
Peiwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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Pasd 68 .

Setiap pimpinan dalam satuan organis asi wajib mengikuti dan mem auhi
petunpkpetunjuk dan bertanggung jawab kepada aasan m asing-m asing
d an menyampaikan lgporan berkda pada waktunya.

Paal 69

Ddam hal Sekretaris Dewan Perwakilan Reyat Daerah behdangan
tugas-tugasnya dilakukan oleh salah seorang Kepda Bagian yang
ditunjuk oleh Gubernur de ngan memperhatkan senioritas dalam daftar

urut kepargk & an.

BAB Vi1
KEPEGAWAIAN
Pasal70

Jenjang jaatan dan kepangkatan seita susunan kepegawaian diatur
sesu ai derg an per aturan perundang-u rdangan yang berl au.

BAB X
KEUANGAN
Pasal 71

Segala biaya yang dipeillukan dalam pelaksanaan tugas Sekretaiiat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan
pada Anggaan Pendapatan dan Belarja Daerah Provinsi dan atau
sumber fain yang sahdan tdak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa 72

Jenang jabatan dan kepangkaan serta susunan kepegawaan diatur
sesu a de ngan peraturan perurd ang-u ndangan.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (l.embaran
Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D) dan peraturan pelaksanaannya
yang mengatur Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Gubernur.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
TFrovinsi sumartera belaan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Juni 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN, .

dto

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR .1, SERL D
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